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ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan jaman, sekarang kewenangan Pengadilan
Agama ditambah yaitu berwenang memutus perkara perdata mengenai ekonomi
syariah. Dalam ranah gugatan perbuatan melawan hukum ataupun wanprestasi sudah
menjadi kebiasaan selalu memasukkan tuntutan uang paksa kepada majelis hakim.
Fenomena ini sampai sekarang masih lestari walaupun dengan ketiadaan pengaturan
secara formil dalam hukum acara perdata Republik Indonesia. Begitu pula tuntutan
uang paksa (dwangsom) dalam petitum suatu perkara sengketa ekonomi syariah
sering dimintakan oleh pihak penggugat . Terbukti dalam register perkara perdata
sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul Y ogyakarta sepanjang Tahun
2009-2013 mayoritas selalu memasukan tuntutan dwangsom. Fenomena tersebut
berbanding terbalik dengan direktori putusan khususnya di Pengadilan Agama Bantul
yang belum pernah mengabulkan tuntutan uang paksa yang dimintakan oleh para
pihak. Berangkat dari fenomena tersebut penulis ingin meniliti apa yang menjadi
dasar bagi hakim menolak permintaan tuntutan uang paksa yang dimintakan oleh para
pihak yang berperkara dengan mengambil data dalam putusan Nomor : 0700/Pdt.
G/2011/PA. Btl.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, metode yang digunakan
adalah analisis deskriptif. Kemudian menganalisis data dengan mengkomparasikan
pengaturan dwangsom dalam hukum positif serta hukum Islam dengan ditunjang
beberapa pendapat ahli serta ulama.

Hasil penelitian dari skripsi ini adalah alasan tuntutan uang paksa (dwangsom)
dalam perkara No. 0700/Pdt.G/2011/PA. Bl tidak dikabulkannya karena dwangsom
yang pertama adalah Dwangsom jauh dari asas garan Islam. Sesuai dengan kata
“Uang Paksa”, adanya paksaan dalam pemenuhan hak-hak keperdataan seperti
hutang-piutang, kerjasama dagang (mudharabah) sangatlah dilarang. Alasan yang
kedua adalah Dwangsom dipersamakan dengan riba. Dianalogikan dengan riba
karena adanya penambahan sggumlah uang dari piutang pokok apabila debitur lalai
dalam menjalankan putusan pengadilan.
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BAB I
PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah
Jalan terakhir pencari keadilan perkara perdata di negeri ini melaui ranah
litigas yaitu Pengadilan, baik Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Agama
yang masing-masing memiliki kompetensi absolut berbeda. Tetapi pada
dasarnya Hukum Acara Perdata Formil di kedua lingkungan pengadilan ini
sama yaitu mash memakai Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R atau
Reglemen Indonesia yang diperbarui) untuk Peradilan di Pulau Jawa-Madura
dan Rechtsreglement Buitengewesten (R.B.g atau Reglemen daerah seberang)
untuk Peradilan di luar Jawa-Madura. Jadi hukum acara perdata yang resmi
berlaku di Indonesia adalah H.I.R dan R.B.g sesuai dengan SEMA 19/1964 dan
3/1965.'Seiring dengan  perkembangan jaman, sekarang kewenangan
Pengadilan Agama ditambah yaitu berwenang memutus perkara perdata
mengenai ekonomi syariah seperti yang tertulis di Pasal 49 Undang-undang
Nomor 3 Tahun 2006 “Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus,
dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang
beragama Islam di bidang:
1. perkawinan;
2. waris,

3. wasidt;

'Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,
1982), him. 7.



8.

0.

hibah;
wakaf;
zakat;
infaq;
shadagah; dan

ekonomi syariah.?

Yang dimaksud ekonomi syariah dalam Undang-undang tersebut adalah

perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Syari‘ah,

antaralain meliputi:®

1

2.

8.

0.

bank syari‘ah;

lembaga keuangan mikro syari‘ah.

asuransi syari'ah;

reasuransi syari'‘ah;

reksa dana syari'ah;

obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari‘ah;
sekuritas syari‘ah;

pembiayaan syari‘ah;

pegadaian syari'ah;

10. dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan

11. bisnis syari‘ah .

2 UU No.. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.. 7b Tahun 1989
tentang Peradilan Agama.

% Penjelasan pasal 49 UU No.. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.
7b Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.



Dalam perkara perdata yang diputus di Peradilan Umum dan Peradilan
Agama proses eksekusinya agak sedikit berbelit dibandingkan eksekus pada
perkara pidana. Lazimnya pihak yang kalah dengan kemauan sendiri
memenuhi keputusan itu, akan tetapi sering jugaterjadi, bahwa terhukum tidak
mau mematuhi keputusan itu. Dalam hal ini tidak ada jalan lain bagi pihak
yang menang menggunakan haknya itu dengan perantaraan hakim untuk
mel aksanakan putusan tersebut, tetapi putusan itu harus benar-benar telah dapat
dijalankan, telah memperoleh kekuatan pasti, artinya semua jalan hukum untuk
melawan keputusan itu sudah dipergunakan, atau tidak dipergunakan karena
lewat waktunya, kecuali kalau putusan itu dinyatakan dapat dijalankan dengan
segera, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi. Pemenang lalu
mengajukan permohonan dengan lisan atau dengan surat kepada Hakim
Pengadilan Negeri/Agama yang menjatuhkan keputusan itu untuk eksekusi,
sebab eksekusi itu dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan hakim.
Dalam perkara perdata kita kenal dua alat pemaksa pelaksanaan putusan hakim
yaitu paksa badan (gijzeling) dan uang paksa (dwangsom). Kedua jenis aat
pemaksaini lebih bersifat menekan pihak yang terkalahkan secara psikis untuk
memenuhi tuntutan si pemenang. Pengaturan mengenai dwangsom secara
khusus diatur dalam Pasal 606a dan Pasal 606b R.V (hukum acara bagi orang
eropadi jaman kolonia).

Pasal 606a.*
Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang

lain daripada membayar sgumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa
sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut,

* Reglement op de Rechtsvordering (S. 1847-52 jo. 1849-63.) pasal 606a.



olehnya harus diserahkan sgjumlah uang yang besamya ditetapkan dalam
keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

Pasal 606b.°

Bila keputusan tersebut tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum
berwenang untuk metaksanakan keputusan terhadap sejumlah uang paksa yang
telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh aas hak baru menurut
hukum.

Marcel Some, seorang guru besar Rijksuniversiteit Gent, Anterwerpen-
Belgia memberi batasan tentang uang paksa (dwangsom), yakni:® “suatu
hukuman tambahan pada s berhutang tersebut jika tidak memenuhi hukuman
pokok, hukuman tambahan yang dimaksud untuk menekan si berhutang agar
supaya dia memenuhi hukuman pokok”.

Supomo berpandangan bahwa dengan dihapuskannya Raad van Justitie
dan Hooggerchstcof maka B.R\V sudah tidak berlaku lagi di Indonesia.’Rv
merupakan hukum acara perdata yang berlaku bagi orang 'Eropa dan Timur
Asing' yang berada di Indonesia. Pada masa penjajahan berlaku beberapa pasa
dari Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie, yang disingkat AB
(Staatblad 1847 No. 23) yang mengatur ketentuan-ketentuan umum peraturan
perundangan-undangan.®Sepanjang  mengenai  pembentukan  peraturan
perundang-undangan ketentuan AB tersebut tidak lagi berlaku secara utuh

karena telah diatur dalam peraturan perundang-undangan nasional.Tetapi

apabila kita komparasikan dengan Algemene Bepalingen van Wetgaving voor

® Reglement op de Rechtsvordering (S. 1847-52 jo. 1849-63.) pasal 606b

® Bambang Heriyanto, “Dwangsom dalam Putusan Hakim Peratun (Suatu Gagasan)”,
makalah, (Jakarta: PTUN, 2004).

" Harifin Tumpa, Memahami eksistensi Uang paksa (dwangsom) dan implementasinya di
Indonesia, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), him.5.

Swww.hukumonline.com tanggal akses 8 Februari 2014.




Indonesia, disingkat A.B dalam Statsblad 1847 No0.23 yang sampai Saat ini
masih berlaku berdasarkan ketentuan Pasal I Aturan Peralihan UUD 1945
yang menyatakan, “Segala badan dan peraturan yang masih ada masih
berlangsung selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar
ini”® tampaknya memunculkan beberapa pendapat mengenai pelaksanaan
dwangsom di Indonesia. Disisi aturan hukum formilnya yaitu RV masih ada,
tetapi badan peradilannya sudah dihapuskan seiring dengan kemerdekaan
Republik Indonesia. Uniknya lagi ada beberapa putusan hakim terdahulu yang
menyimpang dari Pasal 606a dan 606b seperti :
1. Putusan Kasas Mahkamah Agung Nomor : 5096 K/Pdt/1998 antara
Hussein Iskandar melawan Abdul Kadir Mahmud mengenai Hutang-Piutang,
majelis hakim mengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom) atas pembayaran
sejumlah uang, yang ini menyimpang dari Pasal 606a dan 606b R.V.
2. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : No. 051
PK/Pdt.Sus/’2009 antara PT. Bank Commonwealth melawan THERESIA
ADIWIDJAYA, maelis hakim mengabulkan tuntutan uang paksa (dwangsom)
atas pembayaran segjumlah uang, yang ini juga menyimpang dari Pasal 606a
dan 606b R.V.

Untuk mengatasi kekosongan hukum formil mengenai uang paksa
(dwangsom) ini hakim bisa lebih berperan aktif diantaranya menggunakan
Yurisprudensi atau menciptakan hukum itu sendiri (Judge made law).

Walaupun corak sistem hukum Indonesia adalah Civil Law tetapi tidak

® Ahmad Kamil, Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi, (Jakarta : K encana Prenada
Media Group, 2008) , him. 8.



menutup kemungkinan menerima sebagian kaidah hukum yang ada di dalam
sistem Common Law. Karena memang dewasa ini apabila negara kita secara
kaku menerapkan sistem hukum Civil Law banyak sekali keadilan masyarakat
yang terlukai, karena proses pembentukan hukum dalam sistem ini berbelit dan
memakan waktu lama untuk membentuk sebuah peraturan peundang-
undangan. Hal itu juga telah dijelaskan dalam Pasal 5 Ayat (1) UU no. 48
Tahun 2009 yang berbunyi:'® “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali,
mengikuti,dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup
dalam masyarakat.” Jadi jelaslah bahwa hakim diberi sedikit keleluasaan
menentukan hukum terhadap suatu perkara yang dirasa adil dalam masyarakat
walau bertentangan dengan peraturan formil atau belum adanya suatu peraturan
formil.

Tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam petitum suatu perkara
sengketa ekonomi syariah sering dimintakan oleh pihak penggugat. Ekonomi
syariah sendiri  memiliki karateristik khusus dibandingkan ekonomi
konvensional yang selama ini kita kenal. Yang paling utama dalam ekonomi
syariah tidak diperbolehkan adanya sitem bunga ataupun riba. Terbukti dalam
register perkara perdata sengketa ekonomi syariah di  Pengadilan Agama
Bantul Y ogyakarta sepanjang Tahun 2009-2013 mayoritas selalu memasukan
tuntutan dwangsom. ** Secara fungsional dwangsom sangatlah penting untuk
memaksa pihak kalah agar memenuhi isi putusan hukuman pokok yang

diputuskan hakim. Suatu putusan perkara perdata tanpa unsur dwangsom yang

9 YU No. 48 Tahun 2009 tentang K ekuasaan K ehakiman.

! Arsip perkara Perdata Biro K epaniteraan Hukum P.A Bantul.



telah berkekuatan hukum tetap pun dalam pengeksekusian sangat sulit
dilaksanan, apalagi apabila tidak memasukan tuntutan dwangsom yang secara
psikis akan menekan pihak yang kalah. Yang menjadi perhatian penulis adalah
belum pernah adanya putusan yang mengabulkan tuntutan dwangsom di
Pengadilan Agama Bantul, padahal pada prakteknya ada beberapa putusan
hakim terdahulu di Mahkamah Agung yang mengabulkan putusan dwangsom
dalam sengketa perkara perdata baik yang mengenai pembayaran sgumlah
uang maupun tidak mengenai pembayaran sejumlah uang.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk
membahas permasalahan ini dengan judul : PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MEMUTUS PERKARA SENGKETA EKONOMI SYARIAH
YANG MENGANDUNG TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) DI
PENGADILAN AGAMA BANTUL (STUDI PUTUSAN NOMOR

0700/Pdt.G/2011/PA .Btl).

. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, dapat dirumuskan
permasalahan dalam penelitian ini adalah,Apa pertimbangan hakim dalam
memutus tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam perkara sengketa ekonomi

syariah No: 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl di Pengadilan Agama Bantul?



C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Peneliatian ini adalah kegiatan ilmiah yang mempunya tujuan-tujuan
tertentu yang hendak dicapai oleh peneliti yang tidak terlepas dari perumusan
masalah yang telah ditentukan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk
mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus tuntutan dwangsom dalam
perkara sengketa ekonomi syariah no: 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl di Pengadilan
Agama Bantul.
2. Kegunaan
Suatu penelitian yang berhasil adalah penelitian yang dapat memberikan
faedah atau mafaat baik secarateoritis ataupun secara praktis yang meliputi :
a. Kegunaan lImiah
Memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya
dan Hukum Perdata pada khususnya tentang dwangsom dalam perkara
sengketa ekonomi syariah.
b. Kegunaan Aplikatif
1) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis,
sekaligus untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam mengkritisi
persoalan-persoalan hukum terutama tentang implementasi dwangsom
dalam perkara sengketa ekonomi syariah.
2) Hasil pendlitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan

serta tambahan pengetahuan bagi para pihak yang terkait dengan masalah



yang diteliti, dan berguna bagi para pihak yang berminat pada masalah

yag sama.

D. Telaah Pustaka
Dalam pra-penelitian dengan mencari sumber baik melalui perpustakaan
maupun dunia maya, penulis menemukan beberapa tulisan skripsi yang

membahas mengenai dwangsom, tulisan tersebut adalah :

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Rohani, “Dwangsom Sebagai Upaya
Optimalisasi Kebijakan Hakim”, Skripsi, Yogyakarta: Al-Ahwal Asy-
Syakhsyiah Universitas Isam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. 2010. Di
dalam skripsi tersebut lebih mengkaji pada upaya memaksimalkan putusan
hakim agar dijalankan secara sukarela khususnya pada perkara cerai gugat di
Pengadilan Agama. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis, lebih
difokuskan pada pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan hukuman
dwansom pada perkara perdata gugatan melawan hukum di Pengadilan

Agama.*?

Skripsi kedua ditulis oleh Bima, “Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang
Paksa (Dwangsom) Sebagal Sanks Administratif Dalam Undang-Undang
Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Skripsi, Depok:

[Imu Hukum Universitas Indonesia. 2012. Di dalam skripsi tersebut lebih

12 Rohani, “Dwangsom Sebagai Upaya Optimalisasi Kebijakan Hakim”, Skripsi,
)Y ogyakarta: Al-Ahwal Asy-Syakhsyiah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Y ogyakarta.
2010).



mengkaji pada ketidakadaannya aturan pelaksana di PTUN jika dwangsom
dijadikan sebagai sanksi administrasi dalam perkara tata usaha negara di
PTUN. Sedangkan dalam penelitian yang saya tulis, lebih difokuskan pada
pertimbangan hakim dalam memutus penjatuhan hukuman dwansom pada

perkara perdata gugatan melawan hukum.*®

Skripsi ketiga ditulis oleh Fitriawan Sidig, “Analisis Terhadap Putusan
Hakim Daam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama
Bantul”, Skripsi, Yogyakarta: Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Y ogyakarta. 2013. Dalam skripsi ini lebih mengkaji penemuan hukum
oleh hakim menanggapi perkara ekonomi syariah yang merupakan kasus baru
di Pengadilan Agama Bantul. Selain itu pembahas juga menitik beratkan dasar
hukum yang dipakai hakim daam melihat perkara ekonomi syariah ini.
Sedangkan dalam pendlitian yang saya tulis, lebih dititik beratkan kepada
pertimbangan hakim dalam menerapkan hukuman tambahan uang paksa
(dwangsom) dalam sengketa ekonomi syariah yang pada putusan tersebut tidak
dicantumkan alasan menolaknya bahkan tidak disebutkan sama sekali dasar

hukumnya.**

Selain dari skripsi penulis juga menemukan makalah yang membahas

dwangsom yaitu ditulis oleh Ujang Abdullah, “Penerapan Upaya Hukum Paksa

3 Bima, “Analisis Yuridis Tentang Lembaga Uang Paksa (Dwangsom) Sebagai Sanksi
Administratif Dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara”, Skripsi, (Depok: Ilmu Hukum Universitas Indonesia. 2012).

 Fitriawan Sidiqg, “Analisis Terhadap Putusan Hakim dalam Kasus Sengketa Ekonomi

Syariah di PA Bantul”, Skripsi, (Yogyakarta: Muamalat Universitas Islam Negri Sunan Kalijaga.
2013).
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Berupa Pembayaran Uang Paksa Di Pengadilan Tata Usaha Negara”. Di dalam
makalah itu lebih mengkaji jenis putusan yang dapat dikenakan Upaya Paksa,
yang dibebani membayar uang paksa, tanggal mulai berlaku uang paksa,
mekanisme pembayaran uang paksa, dan eksekusi uang paksa di PTUN dengan
belum adanya aturan pelaksanaannya. Dalam makalah itu lebih dititikberatkan
pada kasus yang ada di PTUN, dan teknis pelaksanaannya, sedangkan dalam
penelitian yang saya tulis, lebih difokuskanpada pertimbangan hakim dalam
memutus penjatuhan hukuman dwansom pada perkara perdata gugatan

melawan hukum.®®

Dalam skripsi yang saya tulis ini lebih menekankan aspek-aspek alasan
penolakan penjatuhan hukuman uang paksa (dwangsom)di Pengadilan Agama.
Dan pemilihan lokas di pengadilan agama karena didasari keunikan tersendiri
yaitu walaupun hukum acara yang berlaku adalah sama seperti di pengadilan
negeri, tetapi pengadilan agama tidak boleh mengesampingkan asas-asa gjaran
Issam. Selain itu skripsi saya ini mengaitkan dua sisi hukum yaitu hukum
positif dan hukum Islam. Srhingga terwujud satu penelitian yang integratif-

interkonektif.

15 Ujang Abdullah, "Penerapan Upaya Hukum Paksa Berupa Pembayaran Uang Paksa Di
Pengadilan Tata Usaha Negara ", makalah, (diseminarkan saat perpisahan Hakim Agung
Mahkamah R.I Ibu Titi Nirmala).
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E. Kerangka Teoretik

Syarat-syarat putusan hakim dalam perkara perdata sesua Pasal 184

H.l.R/195R.B.gyaitu :

1. Keputusan harus berisi keterangan ringkas, tetapi yang jelas gugatan dan
jawaban, serta dasar aasan-alasan keputusan itu: begitu juga keterangan,
yang dimaksud pada Ayat keempat Pasal 7. Reglemen tentang Aturan
Hakim dan Mahkamah serta Kebijaksanaan Kehakiman di Indonesia dan
akhirnya keputusan pengadilan, negeri tentang pokok perkara dan tentang
banyaknya biaya, lagi pula pemberitahuan tentang hadir tidaknya kedua
belah fihak pada waktu mengumumkan keputusan itu.

2. Di dalam keputusan-keputusan yang berdasarkan pada aturan undang-
undang yang pasti, maka aturan itu harus disebutkan.

3. Keputusan-keputusan itu ditandatangani oleh ketua dan panitera.
Selanjutnya Pasal 50 Undang-undang No0.84 Tahun 2009 tentang K etentuan-

Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa suatu putusan

hakim harus memuat :*°
Pasal 50

1. Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan
dasar putusan, juga memuat Pasal tertentu dari peraturan
perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis
yang dijadikan dasar untuk mengadili.

2. Tiap putusan pengadilan harus ditandatangani oleh ketua serta hakim yang
memutus dan panitera yang ikut serta bersidang.

¢ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang K ekuasaan K ehakiman .
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Dalam bagian pertimbangan atau considerans suatu putusan hakim adalah
bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat mengapa hakim itu mengambil
suatu keputusan tertentu. ““In order that a trial should be fair, if it is necessary,
not only correct decision sholud be reached, but also that it should be seen to be
based on reason; and that only can be seen if the judge himself states his
reasons”, kata Sir Alfred Denning. *"Pasal-Pasal baik dari sumber hukum tertulis
maupun tidak tertulis harus dicantumkan. Dalam menghadapi suatu perkara,
hakim dianggap tau akan semua hukum (ius curia novit). Jadi soal menemukan
hukum adalah urusan hakim, dan bukan menjadi pihak para pihak berperkara.
Sumber-sumber untuk menemukan hukum bagi hakim ialah:*® perundang-
undangan, hukum yang tidak tertulis, putusan desa, yurisprudensi, dan ilmu
pengetahuan. Perundang-undangan merupakan produk hukum utama dalam sistem
hukum Civil Law yang dikeluarkan oleh badan berwenang di Indonesia. Tapi
perlu digaris bawahi bahwa sesua amanat Undang-Undang Nomor 48 Tahun
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) “Hakim dan Hakim
Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa

keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

17 sudiknoMertokusumo, Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya sejak 1942,
(Jakarta: PT. Gunung Agung, 1973), him.29.

'8 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Y ogyakarta : Hukum Acara
Perdata Indonesia, 1982), him.161.
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F. Metode Penelitian
1. Sifat Penelitian
Penelitian ini akan menggunakan pendekatan Deskriptif Analitik
Komparatif Yuridis, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kepada
narasumber dengan mendasarkan pada data primer sebagai data utamanya
serta mengkomparasikan teori-teori dengan fakta di lapangan..
2. Sumber Penelitian
a. Data Primer
Wawancara hakim Pengadilan Agama Bantul.
b. Data Sekunder
Data sekunder ini akan diperoleh dari penelitian kepustakaan yang
berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
1) Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan yang memiliki kekuatan mengikat
yang berkaitan dengan obyek penelitian. yakni :
a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (H.I.R/R.B.G).
b) Reglement op de Rechtsvordering (R.V).
¢) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
d) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman.
€) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Umum.

f) UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang No.

7b Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
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g) Beberapaarsip Y urisprudensi Mahkamah Agung.
h) Putusan Pengadilan Agama Bantul no : 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl.
i) Dan Peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan.
2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer, misalnya:
a) Buku-buku literatur yang berkaitan dengan permasalahan.
b) Makalah-makalah khususnya yang berkaitan dengan hukum acara
perdata dan dwangsom.
c) Hasil-hasil penelitian para pakar hukum yang berkaitan dengan
permasal ahan yang diteliti.
3. Lokas Pendlitian
Penelitian ini akan dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul
Y ogyakarta.
4. Penentuan Responden
Responden yang akan dijadikan obyek pada penelitian ini adalah Hakim
yang bertugas di Pengadilan Agama Bantul.
5. Alat dan Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini akan dilakukan dengan alat dan teknik sebagai berikut :

a. Alat yang akan digunakan yakni pedoman wawancara dan kamera.
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b. Teknik yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni dengan teknik
wawancara (interview), yaitu dengan cara melakukan tanya jawab kepada
pihak-pihak yang terkait ataupun yang menangani, dalam ha ini yakni

Hakim di Pengadilan Agama Bantul.

6. Analisis Data
Dalam mengelola dan menganalisis data yang diperoleh selama
penelitian akan menggunakan anaisis kualitatif. Yaitu analisis yang
dilakukan dengan merangkai data yang dikumpulkan secara sistematis
sehingga didapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti.Selain
itu juga memakai metode berpikir induktif, yaitu kesimpulan dimulai dari
pernyataan atau fakta-fakta umum menuju bersifat khusus sehingga didapat

suatu gambaran yang jelas tentang masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan dalam penulisan iniadalah sebagai berikut :

Pada bab pertama, berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang
masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka
teoritik, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Dalam bab ini
dibahas mengenai fakta-fakta unik yang menarik penulis untuk melakukan
penelitian di Pengadilan Agama Bantul.

Pada bab kedua, pembahasan ditujukan pada teori mengenai tinjauan

umum mengenai putusan hakim dalam perkara perdata dalam hukum acara
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formil. Teori yang dipaparkan yaitu mengena teori putusan hakim,
pertimbangan hukum, gugatan, asas-asas hukum acara perdata, uang paksa, dan
riba.

Pada bab ketiga, pembahasan ditujukan pada teori tentang tinjauan
umum tentang gambaran putusan yang diteliti. Putusan yang diteliti mengenai
sengketa Ekonomi Syariah yaitu gugatan para nasabah melawan BMT Isra. Di
akhir putusan mengabulkan sebagian gugatan para nasabah dan menolak
penjatuhan uang paksa.

Pada bab keempat, pembahasan ditujukan pada hasil penelitian dan
analisis data. Dalam bab ini akan memuat mengenai faktor-faktor yang men;jadi
pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan hukuman dwangsom. Selain
itu dalam bab ini juga dipaparkan pendapat pribadi penulis mengenai objek
penelitian.

Pada bab kelima, bab ini merupakan bagian akhir dari penelitian yang
berisikan kessmpulan dan saran. Dalam bab ini penulis akan menguraikan

mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang ada.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah melakukan analisis terhadap putusan perkara sengketa ekonomi
syariah No. 0700/Pdt.G/2011/PA. Btl, maka dapat disimpulkan bahwa alasan
tuntutan uang paksa (dwangsom) dalam perkara No. 0700/Pdt.G/2011/PA. Btl
tidak dikabulkannya karena dwangsom dipersamakan dengan riba dan jauh
dari asas garan Islam yang tidak mengenal pemaksaan dalam pelunasan
hutang.
B. Saran
1. Seharusnya maelis hakim dalam melakukan penganalogian suatu
tuntutan yang belum ada landasan hukumnya haruslah sangat berhati-
hati, tidak hanya berdasarkah apa yang tertulis dalam kitab-kitab,
melainkan memperhatikan pendapat ulama dan pakar hukum terkenal di
dunia. Serta mengusulkan kepada pemerintah Republik Indonesia agar
memperbaharui hukum acara perdata di Indonesia sehingga tidak terjadi

kekosongan hukum dalam pengaturan dwangsom secara formil.
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